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Abstract

Khalifah dengan framing demokrasi religius menjadi kajian yang cukup menarik
untuk ditelusuri. Pasalnya banyak menimbulkan delik yang cukup kompleks
tatkala demokrasi secara terminologi dan normatif menimbulkan kontroversi
dikalangan agamawan, ada yang menganggap demokrasi bagian dari
kesyirikan, demokrasi sama dengan syura ataupun syura merupakan antitesa
dari demokrasi. Disamping itu, term khalifah telah menjadi simbol identitas
yang terpaut padanya nilai-nilai agamis. Maka muncullah konsep pemikiran
baru atas reinterpretasi makna “khalifah” secara fundamental ditengah-tengah
ideologi demokrasi dari pemahaman yang singular ke partikular, Buya Hamka
dalam kitab tafsirnya Al-Azhar berupaya menawarkan paradigma nilai-nilai
keislaman sebagai jalan tengah proses menuju sistem demokrasi yang religius.
Sehingga penulis tertarik untuk mengeksplorasi dan menelaah penafsiran Buya
Hamka yang mengakomodasikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai landasan
ideologis pemaknaan term khalifah dan kaitannya dalam bingkai demokrasi
religius. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan metode
konten analisis dan menggunakan teori demokrasi religius dan teori konstruksi
sosial. Sumber primernya adalah kitab tafsir Al-Azhar terbitan Pustaka Nasional
PTE LTD Singapura tahun 1982 dan sumber sekundernya adalah buku karya
Buya Hamka seperti Urat Tunggang Pantjasila disamping itu, penulis juga
menggunakan jurnal, artikel yang berkaitan dengan objek formal penelitian baik
secara rinci maupun hanya secara umum. Hasil penelitian ini adalah:(1) khalifah
bukanlah individu yang dikultuskan hal ini berdasarkan penafsiran Buya
Hamka pada surah Al-Baqarah ayat 30-33 dan Shad ayat 26 terkait fungsi dan
tugas khalifah (2) penafsiran kata S pada surah An-Nisa’ ayat 59 dan kata 5%
pada surah Asy-Syura ayat 38 dan Ali-Imran ayat 159 sebagai penegasan bahwa
manusia memiliki peran untuk menentukan nasibnya sendiri dengan memilih
pemimpin atau khalifah yang menurut “ijtthad” mereka mampu mengemban
kepemimpinan. (3) selagi mencegah yang mungkar dan menjalankan yang
ma’ruf maka kebebasan dan kekuasaan khalifah dapat terus dibenarkan.
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1. INTRODUCTION

Khalifah dengan framing demokrasi selalu menjadi kajian yang cukup

kontroversial. Pasalnya, ada yang menganggap demokrasi bagian dari kesyirikan,

adapula yang memahami bahwa demokrasi sama dengan syura, ada juga kelompok
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yang mengklaim bahwa syura merupakan antitesa dari demokrasi. Disamping itu,
term khalifah banyak dikenal sebagai simbolik dari keislaman dan keteladanan
pemimpin dalam mengemban amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah
SWT, sehingga identitas khalifah tidak serta merta bisa dilekatkan kepada pemimpin
yang diktator lagi zalim. Oleh sebab itu, keterkaitan antara demokrasi sebagai ideologi
bernegara yang berhajat pada wajib adanya pemimpin dengan jalan kebebasan dalam
menentukan nasib bersama dan untuk kepentingan bersama menjadi cukup pelik jika
direfleksikan sebagai pemimpin yang beridentitaskan khalifah secara fundamental

sesuai dengan kriteria dalam islam.

Maka dari pada itu, menciptakan dialektika yang akan selalu
berkesinambungan antara mufassir, Al-Qur’an dan lingkungan sosial sebagai wadah
untuk memunculkan interpretasi yang progresif dalam rangka menjawab berbagai
macam tantangan zaman, sebab bagaimanapun juga Al-Qur’an merupakan kitab suci
yang universal dan terbuka untuk difahami dari berbagai macam sudut pandang.
Alhasil, bermacam ideologi dan paradigma terkait makna khalifah akan selalu
bermunculan. Sehingga menjadi hal yang wajar bahwa karya tafsir adalah bagian dari
media aspirasi untuk menyingkap makna yang tersurat maupun yang tersirat dari
kalam Ilahi. Diantaranya Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang berupaya
menawarkan pemikiran baru atas reinterpretasi “khalifah” dalam framing demokrasi

bersandarkan pada ayat-ayat suci Al-Qur’an yang diarahkan pada nilai-nilai religius.

Namun menariknya, Buya Hamka tidak hanya berhenti pada ide-ide
kekhalifahan berbasis demokrasi yang religiusme, tetapi di beberapa kesempatan
Buya Hamka menjadikan karya tafsirnya sebagai sarana untuk mengkritik kekuasaan.
Sehingga menimbulkan sebuah asumsi bahwa Buya Hamka mengakomodasikan ayat-
ayat suci Al-Qur’an sebagai landasan ideologis perlawanan terhadap pemerintahan
orde lama. Terlebih dari latar belakang perpolitikan Buya Hamka yang begitu masif
kritis terhadap pemerintahan orde lama pasca pembubaran dewan konstituante tahun
1955, sehingga fenomena yang demikian menjadi ranah baru untuk menilai karya tasir
Buya Hamka ini. = Bahkan dari beberapa narasi penafsirannya, Buya Hamka
berpandangan tidak sedikit orang yang diberikan kekuasaan mandaulat dirinya
layaknya seperti “Tuhan” yang kekuasaannya absolut, anti kritik dan sewenang-
wenang. Sehingga tidak berlebihan kiranya Buya Hamka sering memilih diksi yang
cukup sentimental dan sangat kritis dimana embel-embel demokrasi ditunggangi oleh

penguasa yang membenarkan kelakuan dan keputusannya kala itu.

Jika ditinjau dari studi terdahulu dapat dibagi menjadi dua kategori temuan
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diantaranya pertama Artikel defrizal (Defrizal et al., 2020) dan tesis Attabik hasan
ma’ruf (Ma'ruf, 2020) yang menggunakan metode maudhu’i sama-sama
menyimpulkan bahwa, Syura dan demokrasi itu identik bukan kontradiktif,
kesimpulan ini didapati sesuai dengan objek material penelitiannya yang bersifat
umum tanpa terikat dengan salah satu karya tafsir, tentu hal ini berbeda dengan
penulis yang memfokuskan kajian pada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dengan
pendekatan konten analisis. Kedua disertasi Al-Ayubi yang juga menggunakan
pendekatan maudhu’i ia menyimpulkan, Hamka mengalami perubahan sikap yaitu
dari pengusung ideologi islam sebagai dasar negara menjadi afiliator dan pendukung
ideologi pancasila (Al Ayubi, 2015). Namun penelitian Al-Ayubi mesti dikritisi sebab
Buya Hamka dalam makalahnya Urat Tunggang Pantjasila yang terbit tahun 1951 jauh
sebelum lahirnya tafsir Al-Azhar menerima penuh ideologi pancasila sebagai ideologi
yang sesuai dengan prinsip Islam, maka faktanya Buya Hamka malah
mempertahankan ideologi pancasila, bahkan cukup aneh kiranya Buya Hamka

dianggap bersikukuh ingin menerapkan ideologi Islam.

Sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat satu rumusan masalah:
bagaimana identitas khalifah dalam framing demokrasi religius dalam tafsir Al-Azhar
karya Buya Hamka? Dengan dibatasi pada tiga permasalahan yaitu: 1. Bagaimana
mekanisme pemilihan yang layak sebagai khalifah menurut Buya Hamka dalam tafsir
Al-Azhar? 2. Apalandasan yang dipakai dalam menegakkan aturan yang benar sesuai
aturan ilahiah menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar? 3. Sejauh manakah
kekuasaan dan kebebasan khalifah dalam memerintah menurut Buya Hamka dalam
tafsir Al-Azhar?.

Oleh sebab itu, beranjak dari tiga pertanyaan dari batasan masalah diatas
menjadi bagian dari perbedaan penelitian terdahulu dengan kajian penulis, hal ini
nampak pada signifikansi yang berbeda dengan kajian maupun penelitian
sebelumnya berdasarkan asumsi yang dibangun, dimana penelitian penulis beranjak
dari dua asumsi yang pertama, Buya Hamka telah merekonstruksikan makna khalifah
secara fundamentalis sebagai proses menuju ideologi demokrasi religius, kedua Buya

Hambka telah menjadikan karya tafsirnya sebagai media untuk mengkritik penguasa.

2. METHODS

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan
pendekatan metode konten analisis yang memiliki enam tahapan (Krippendorff, 2004,

hal. 86) 1. Unitizing 2. Sampling 3. Recording 4. Reducing 5. Inferring 6. Narrating dan
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menggunakan dua teori yaitu teori demokrasi religius sebagai demokrasi yang
berbasis atau mengakomodasi nilai-nilai transedental Agama atau berarti adanya
nilai-nilai keagamaan yang include dalam konsep demokrasi adapun variabel yang
paling ideal sebagai identitas demokrasi religius adalah Sahifah al-Madinah (piagam
Madinah). Piagam Madinah merupakan dasar dari konstitusi Islam yang dipandang
paling demokratis yang terdiri dari 47 pasal (ibnu Hisyam, 1990, hal. 143-146) sehingga
pasal-pasal dalam piagam Madinah penulis jadikan model dari ruang lingkup yang
kompleks serta ragam macam bentuk dan Kklasifikasi yang berkaitan dengan
karakteristik demokrasi religius dan penetapan pemimpin yang ideal. Alasannya,
piagam Madinah disusun untuk masyarakat yang multi-kultural dan agama yang
hidup secara berdampingan. Adapun teori yang kedua yaitu teori konstruksi sosial
yang mengacu pada tiga kerangka konseptual yaitu 1. Eksternalisasi 2. Objektivasi 3.
Internalisasi (Dharma, 2018, hal. 5-6). Teori ini digunakan sebagai landasan untuk
menilai corak pemikiran Buya Hamka terkait pembahasan yang dikaji, apakah ia

bersikap sektarian, subjektif-kolektif atau dengan kata lain oposisi.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

A. Hasil Penelitian
Adapun hasil temuan penulis dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan dan
pertanyaan penelitian terkait demokrasi religius dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka
sebagai berikut:

1. Khalifah: Khalifah menurut pandangan Buya Hamka adalah 1) Rakyat atau
masyarakat, sedangkan pemimpin adalah yang dipilih oleh masyarakat. 2) Pemimpin
(mereka yang dipilih oleh masyarakat) dlihat dari dua aspek yaitu ilmu dan fisik serta
tetap menjunjung nilai keadilan, kebebasan dan toleransi. 3) Khalifah atau pemimpin
adalah mereka yang tetap berpegang pada nilai-nilai transedental agama.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pemilihan Khalifah Dan Kaitannya Dengan Demokrasi
Religius Dalam Tafsir Al-Azhar
Khalifah dalam perspektif demokrasi religius membicarakan persoalan
kedudukan manusia selaku penguasa atau pemimpin tanpa menafikan hak
rakyat atas kedaulatan sebagai karakteristik demokrasi religius (Ghoreishi,
2015, hal. 80) jika ditelusuri, kata khalifah yang bermakna pemimpin memiliki
beberapa padanan kata yang semakna seperti kata imamah atau imam, wali,
dan ulil amri yang juga sama-sama menunjukkan pada makna penguasa atau

pemimpin. Begitupun Buya Hamka dalam tafsirnya tidak hanya
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menggunakan kata khalifah semata.! Meski demikian, kata khalifahlah
menjadi titik tolak fokus kajian ini, meskipun dikemudiannya penulis tidak
menafikan pengayaan penelitian ini dengan mengulas beberapa kata
padanannya yang semakna dengan khalifah di beberapa ayat yang ditafsirkan
oleh Buya Hamka. Oleh karenanya perlulah dideskripsikan pemahaman Buya
Hamka secara etimologis mengenai kata “khalifah” yang terdapat ketika ia
menafsirkan surah Al-Baqarah ayat ke 30-33. Pada penafsiran ayat ke-30 surah
Al-Baqgarah sudah jelas bahwa “khalifah” yang dimaksudkan adalah Nabi
Adam a.s, tutur Buya Hamka (Hamka, 1982, jil. 1, hal. 157). Secara rinci Buya
Hamka menjelaskan makna etimolgis “khalifah” pada penafsiran surah Al-
Bagarah ayat 30-33 sebagai berikut:
a. Al-Qur’an Surah Al-Bagarah ayat 30-33

Al (a g Jasd 1 3IEREEIA W) 3 Jels ) AR oty 6 Y5
@u}&uyu(a&:\@\d dju_m.a am@;uuswumm lgié
U\ c«\}[}é gmbs.a)_u\ JUSM\GSL?@.;AJQ?JL@_E;WY\ ed\ AL}
@Hsg\eﬂﬂ\_uuﬁmuy\u@hyq@mgueuﬂmeﬁ
L_uc ?h:\ L.?’\ ?ﬁ dﬂ\ ?M d\ﬁ eg_amb eM_u\ Lds e@_al..q.m\_a ag_u.a\ eah d\ﬁ
(O34 E8 Gy (3008 W ale T3 ea )V 5 < sl

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, " Aku
hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, " Apakah Engkau hendak
menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan
kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman,
"Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.” Dan Dia ajarkan
kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada
para malaikat, seraya berfirman, ”Sebutkan kepada-Ku nama semua benda ini,
jika kalian yang benar!” Mereka menjawab, “Mahasuci Engkau, tidak ada yang
kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sunggquh,
Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” Dia (Allah) berfirman,
"Wahai Adam! Beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu!” Setelah dia
(Adam) menyebutkan nama-namanya, Dia berfirman, "Bukankah telah Aku
katakan kepada kalian, bahwa Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan
Aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan”

Penafsiran Buya Hamka:
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“Arti yang tepat dalam bahasa kita terhadap kalimat Khalifah ini,
hanya dapat kita ungkapkan setelah kita kaji apa tugas Khalifah. 1.
Seketika Rasulullah s.a.w. telah wafat, sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w.
sependapat mesti ada yang menggantikan beliau mengatur masyarakat,
mengepalai mereka, yang akan menjalankan hukum, membela yang
lemah, menentukan perang atau damai dan memimpin mereka
semuanya. Sebab dengan wafatnya Rasulullah, kosonglah jabatan
pemimpin itu. Maka sepakatlah mereka mengangkat Saiyidina Abu
Bakar as-Shiddiq r.a. menjadi pemimpin mereka. Dan mereka gelari dia
"Khalifah Rasulullah". Tetapi meskipun yang dia gantikan memerintah
itu ialah Utusan Allah, namun dia tidaklah langsung menjadi Nabi atau
Rasul pula. Sebab Risalat itu tidaklah dapat digantikan. Jadi di sini dapat
kita artikan Khalifah itu pengganti Rasulullah dalam wurusan
pemerintahan. 2. Kepada Nabi Daud Tuhan Allah pernah berfirman:
"Wahai Daud! Sesungguhnya engkau telah Kami jadikan Khalilah di
bumi." (Shad 26). Ini bisa diartikan sebagai Khalifah Allah sendiri;
pengganti atau alat dari Allah buat melaksanakan Hukum Tuhan dalam
pemerintahannya. Dan boleh juga diartikan bahwa dia telah ditakdirkan
Tuhan menjadi pengganti dari raja-raja dan pemimpin-pemimpin dan
Nabi-nabi Bani Israil yang terdahulu dari padanya. 3. Tetapi ada pula
ayat-ayat bahwa anak-cucu atau keturunan yang di belakang adalah
sebagai Khalafah atau Khalifah dari nenek-moyang yang dahulu
(sebagai tersebut dalam Surat Yunus. Surat 10, ayat 14). Demikian juga
dalam Surat-surat yang lain-lain. 4. Tetapi di dalam Surat an-Naml
(Surat 27, ayat 62), ditegaskan bahwa seluruh manusia ini adalah
Khalifah di muka bumi ini: "Atau siapakah yang memperkenankan
permohonan orang-orang yang ditimpa susah apabila menyeru kepada-
Nya? Dan yang menghilangkan kesusahan? Dan yang menjadikan kamu
Khalifah-khalilah di bumi? Adakah Tuhan lain beserta Allah? Sedikit
kamu yang ingat." (An-Naml: 62) Setelah meninjau sekalian ayat ini dan
gelar Khalifah bagi Saiyidina Abu Bakar, barangkali tidaklah demikian
jauh kalau Khalifah kita artikan pengganti”(Hamka, 1982, jil. 1, hal. 158-
159).
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Apabila ditarik sebuah ringkasan dari pemahaman Buya Hamka, terkait
kata “khalifah” berdasarkan telaah dari tugas yang diembankannya maka
dapat dimaknai menjadi empat penggunaan istilah:

a. Khalifah berarti pengganti Rasulullah Saw dalam hal pemerintahan.

b. Khalifah berarti orang yang menjalankan hukum Allah SWT. Dalam

pemerintahannya, atau pengganti nabi, raja, maupun pemimpin-
pemimpin sebelumnya.

c. Khalifah bermakna anak cucu atau keturunan pengganti dari nenek

moyang terdahulu.

d. Khalifah juga dimaknai sebagai seluruh manusia dimuka bumi.

Maka memunculkan sebuah pertanyaan yang paling mendasar yaitu
khalifah pengganti dari siapa? Buya Hamka menjawabnya, bahwa khalifah
itu oleh sebagian mufassir difahami pertama sebagai pengganti dari Allah
SWT itu sendiri dengan perintah-perintah tertentu yang senada
pemaknaanya sebagaimana pada poin (b) diatas. Kedua, khalifah atau
manusia merupakan pengganti dari makhluk terdahulu yang bunuh
membunuh, merusak dan berkelahi hingga menumpahkan darah sehingga
Malaikat terkenang akan hal tersebut lalu menyampaikan kepada Allah SWT
kalau-kalau terjadi hal yang serupa (Hamka, 1982, jil. 1, hal. 154).

Sebagai suatu perbandingan pula, penafsiran kata khalifah oleh
pendahulu Buya Hamka seperti Abu A’la Al-Maududi maupun Yusuf Al-
Qardhawi hanya memahami khalifah itu adalah orang yang menjalankan
perintah dan aturan.? Namun, Buya Hamka memiliki keunikan ketika
menafsirkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30-33 ini dengan
mengaitkannya pada tiga surah lain yaitu surah Shad ayat 26, surah Yunus
ayat 14 dan surah An-Naml ayat 62 sebagai wasilah untuk memahami
pemaknaan khalifah secara komprehensif. Barang tentu jika dikembalikan
pada karakteristik demokrasi religius yang pertama yaitu: “menerima hak
rakyat atas kedaulatan sebagai syarat sistem menjadi demokratis”
(Ghoreishi, 2015, hal. 80). melahirkan konsekuensi seperti mekanisme apa
yang mampu untuk mengidentifikasi orang yang memiliki hak sebagai
perwakilan Tuhan atau kita maknai dalam konteks demokrasi religius
adalah “pemimpin”?

Berdasarkan temuan penulis, dan pertimbangan terkait pemaknaan

etimologis kata khalifah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Buya
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Hamka telah menjawab pertanyaan tersebut dengan mengklasifikasikan

secara sistematis pertanyaannya menjadi 2 pertanyaan pokok yaitu

pertanyaan pertama, Bagaimana mekanisme pemilihan yang layak disebut

dan diterima sebagai wakil Tuhan atau pemimpin menurut Buya Hamka?
Buya Hamka menjawabnya dalam beberapa penafsiran:

a. Penafsiran Surah An-Nisa” ayat 59

“Kemudian diikuti oleh taat kepada ulil-Amri-minkum, orang-orang
yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-orang berkuasa di antara
kamu, atas daripada kamu. Minkum mempunyai dua arti. Pertama
di antara kamu, kedua daripada kamu. Maksudnya, yaitu mereka
yang berkuasa itu adalah daripada kamu juga, naik atau terpilih atau
kamu akui kekuasaannya sebagai satu kenyataan...” (Hamka, 1982,
jil. 2, hal. 1277-1278).

b. Penafsiran Surah Asy-Syura Ayat 38
"Adapun teknik cara, misalnya berperwakilan, dipilihkan
perwakilan itu atau ditunjuk, agama tidak masuk sampai ke sana.
Yang pokok dalam Islam ialah musyawarah: Syura. (Dan dia
menjadi nama kehormatan dari Surat ini). Bagaimana mestinya
musyawarah itu, terserahlah kepada perkembangan fikiran, ruang
dan waktu belaka” (Hamka, 1982, jil. 9, hal. 6520-6521).

C. Penafsiran Surah Ali-Imran Ayat 159
“...Tidaklah Rasulullah mengikat kita dengan satu cara yang sudah
nyata tidak akan sesuai lagi dengan zaman yang selalu berkembang.
Dalam hal ini dapatlah dipakai ljtihad bagaimana caranya. Bolehlah
diadakan musyawarat bagaimana hendaknya bermusyawarat dan
memungut suara serta mengambil keputusan yang di dalam bahasa
sekarang, dengan prosedur sidang” (Hamka, 1982, jil. 2, hal. 969-
970).

Penafsiran ketiga surah dan ayat pada poin diatas dapat dijadikan sebagai
sebuah jawaban yang utuh terkait mekanisme pengangkatan atau pemilihan
khalifah oleh Buya Hamka. Dengan demikian, data sekunder tersebut yang
secara teoritisnya telah memadai masuk pada kategori demokrasi, alasannya,
pertama, mereka yang berkuasa atau pemimpin adalah mereka yang naik atau
terpilih atau yang kalian (masyarakat akui kepemimpinannya). Kedua, teknik
pemilihan dan pengakuan pemimpin diserahkan kepada perkembangan

fikiran ataupun ijtihad. Meskipun demikian, Buya Hamka mewasiatkan dua
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pokok dasar dalam memilih pemimpin yaitu: 1. Ilmu: pilihlah pemimpin yang
benar-benar mengetahui tugas yang diembannya sehingga ia tidak ragu
menjalankan kepemimpinan. Dan pemimpin yang memahami dan
mengetahui kepada siapa yang berhak diserahi tugas sesuai keahliannya,
kedua, tubuh: tubuh yang dimaksudkan adalah pilihlah pemimpin yang
berkharisma, tidak cacat badannya kecuali cacat yang didapatinya sebab
pertempuran dan peperangan dalam menjalankan tugas (Hamka, 1982, jil. 2,
hal. 593). Maka dapat disimpulkan, mekanisme yang digunakan dalam
memilih pemimpin selaku khalifah disesuaikan dengan perkembangan
zaman dan ijtihad serta tetap berdasarkan atas musyawarah.

Landasan Ketika Berkuasa Dan Memerintah

b. Al-Qur’an Surah Shad ayat 26
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Osisl 13
“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di

bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan
janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari
jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat
azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Penafsiran Buya Hamka:

“...Bertambah jelas bahwa manusia hidup bermasyarakat. Kalau
mereka berkumpul hanya pada satu tugas, akan terjadi silang sengketa
dan perebutan. Sebab itu mesti ada yang sanggup menguasai semua dan
mengatur semua, sehingga perselisihan dapat didamaikan. Pengatur
itulah Pemerintah. Itulah Penguasa yang wibawa hukumnya dapat
ditaati oleh semua. Oleh sebab itu tidaklah mungkin kemaslahatan
bersama bisa diatur kalau tidak ada kekuasaan yang ditakuti dan yang
mengatur. Kalau penguasa tertinggi itu menghukum hanya menurut
hawanya saja dan karena mementingkan kemuslihatan diri dan
dunianya saja, akan besarlah bencananya atas orang banyak. Karena dia
telah menjadikan rakyat dikurbankan untuk kepentingan dirinya,
mereka dijadikannya jembatan pencapai maksudnya. Yang demikian
tentu akan membawa kerusakan dan kekacauan, dan akhimya akan
membawa si penguasa itu sendiri ke dalam kebinasaan. Tetapi kalau

hukum Raja itu sesuai dengan syariat Ilahi, teraturlah kemuslihatan



umum, terbukalah segala pintu kemakmuran dengan sebaik-
baiknya...”(Hamka, 1982, jil. 8, hal. 6173).

Khalifah merupakan bagian dari kategori teologi sebab faham Ahlus
Sunnah wal Jama’ah bahwa yang memiliki hak sebagai perwakilan Tuhan
sebagai juru bicaranya (Nabi) sudah tidak ada lagi. Maka memunculkan
sebuah pertanyaan, mekanisme apa yang ada untuk mengidentifikasi aturan
ilahi yang benar sebagai aturan yang lazim sebagai pegangan penguasa?.
Oleh sebab itu Yusuf Al-Qardhawi dan Abu A’la Al-Maududi
mendefenisikan maksud dari “perwakilan Tuhan” yaitu “khalifah” yang
diartikan sebagai orang-orang yang menjalankan perintah Allah SWT. Maka
siapapun yang menjalankan pemerintahan berdasarkan aturan ilahi dapat
disebut sebagai khalifah. (Al-Maududi, 1995, hal. 168-169).

Namun demikian akan menimbulkan sebuah delik yang sangat pelik
ketika dijalankan secara praktis bahkan digaungkan dalam konstitusi negara
dengan pertimbangan bahwa negara yang multikultural, ras dan agama
tidak memungkinkan untuk menerapkan secara mutlak satu aturan ilahi
atau berdasarkan satu aturan agama semata. Karena akan menimbulkan
kecurigaan publik bahkan melahirkan stigma yang diskriminatif dan
terkesan adanya upaya hegemoni atas kaum minoritas. Oleh sebab itu
pemaknaan “khalifah” mesti dikembangkan dari ranah singular kepada
partikular, jika tidak demikian maksud dan tujuan dari “demokrasi” tidak
akan terwujud.

Maka timbullah pertanyaan kedua, Apa landasan yang dipakai dalam
menegakkan aturan yang benar sesuai aturan ilahiah menurut Buya Hamka?
Melalui pemaknaan “khalifah” oleh Buya Hamka secara etimologisnya yang
telah disebutkan pada poin (a) dan (b) yaitu: khalifah adalah pengganti
Rasulullah SAW dalam perihal pemerintahan, maka dapat difahami
pemimpin atau khalifah memimpin sesuai dengan arahan dan petunjuk dari
Rasul, kedua, khalifah adalah pengganti Allah SWT yaitu orang yang
menjalankan hukum Allah SWT (Hamka, 1982, jil. 1, hal. 158-159).
pemaknaan ini telah mengakomodasikan maksud secara teologis yang
sejalan dengan demokrasi. Jika dicermnati kembali, pemimpin adalah
mereka yang mengikuti jejak dan arahan Nabi dalam memerintah,
sedangkan Nabi mengikuti perintah Allah SWT, oleh sebab itu dasar
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ataupun landasan menegakkan aturan ilahiah berdasarkan pedoman Agama
Islam tiada lain berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
Namun apabila Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pegangan dalam
memerintah tentunya harus dinilai dari sisi yang paling fundamental dari
kedua sumber tersebut bukan hanya pada sisi sekunder semata. Maka
melalui risalahnya Buya Hamka yang berjudul “Urat Tunggang Pantjasila”
ia menguraikan isyarat fundamental dari pemaknaan khalifah yang sejatinya
adalah rakyat itu sendiri yang memerintah. Buya Hamka juga menegaskan
bahwa, pemerintah itu berkuasa atas kehendak rakyat. Maka rakyat itulah
yang berdaulat dan yang berkuasa dan rakyatlah khalifah Tuhan (Hamka,
1952, hal. 24-25). Apabila disandingkan dengan teori demokrasi religius,
maka khalifah menurut Buya Hamka adalah masyarakat atau rakyat dan
menyerahkan amanat pemimpin yang dipilih berdasarkan konsensus
musyawarah dengan mempertimbangkan ilmu dan fisik calon pemimpin,
serta menjalankan kepemimpinan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-

Nya. Oleh sebab itu, sejatinya demokrasi sama halnya dengan kekhalifahan.

3. Batasan Kekuasaan Dan Kebebasan Khalifah Dalam Memeirntah

Kebebasan atau kemerdekaan merupakan tulang punggung dari
demokrasi, sesuai dengan etimologinya yang berarti kekuasaan atau
didefenisikan juga sebagai kebebasan (masyarakat) untuk menentukan
nasibnya sendiri (Rosyada, 2003, hal. 110). Antara demokrasi konvensional
dengan demokrasi religius memiliki titik tekan yang berbeda, apabila
demokrasi konvensional menekankan dengan kebebasan yang dibatasi
dengan kosntitusi maka demokrasi religius adalah kebebasan yang tidak
meninggalkan nilai-nilai transedental agama. Hurriyah yang dalam etimologi
Arabnya dan dipakai dalam istilah keislaman dimana dalam padanannya
sebagai variabel demokrasi religius erat kaitannya dengan ajaran Nabi
Muhammad SAW tentang delegasi wewenang dan kebebasan masyarakat
(Jalil, 2020).

Lalu bagaimanakah skema untuk mewujudkan kemerdekaan dan
kebebasan dalam konteks demokrasi religious dan kaitannya dengan
kekuasaan dan kebebasan khalifah?. Lebih lanjutnya Buya Hamka
menuturkan bentuk kebebasan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW
ketika menafsirkan surah Ali-Imran ayat 159 dan surah An-Nur ayat 11-18
sebagai berikut:

a. Al-Qur’an Surah Ali-Imran ayat 159
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“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesunggquhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya.”

Penafsiran Buya Hamka:

“Untuk bahan pertimbangan dapatlah kita lihat, bahwa Rasulullah s.a.w.
di dalam mengadakan Syura itu memakai "menteri-menteri utama" yaitu
Abu Bakar dan Umar dan menteri utama tingkat kedua, yaitu Usman dan
Ali. Kemudian ada "Menteri" yang berenam, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqash,
Abu Ubaidah, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman
bin Auf dan Said bin Al-Ash serta terdapat pula orang yang dianggap
menteri ahli musyawarat dari kalangan Anshar, sebagai Sa'ad bin Ubadah,
Sa'ad bin Mu'az dan Ka'ab bin Malik dan sebagainya. Apakah zaman
sekarang ini kita akan mengadakan Pemilihan Umum dan Majlis
Permusyawaratan Rakyat? Apakah kita akan mengadakan Dewan
Perwakilan Rakyat? Apakah kita akan mengadakan Dewan Pertimbangan
Agung? Apakah kita akan mengadakan Dewan Senat? Apakah sebagai
pelaksana tetap (eksekutif) kita akan mengadakan Dewan Menteri atau
Kabinet? Atau apakah semuanya itu akan kita rombak dan dicarikan nama
yang baru? Bukankah itu yang jadi soal dan al-Quran atau Hadis tidaklah
mencampuri hal itu secara mendalam dan terperinci” (Hamka, 1982, jil. 2,
hal. 970).

Buya Hamka dalam teks tafsirnya ini ingin menerangkan bahwa,
mekanisme dan batas-batas untuk urusan kemaslahatan umat yang
menyangkut nasib dari banyak orang dalam memutuskan suatu perkara
maupun konstitusi, tidak semua orang bisa ikut andil didalamnya,
melainkan mereka yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dibidangnya.
Sehingga konteks hurriyah dalam penyelenggaraan negara yang bersifat
demokratis yang ditawarkan oleh Buya Hamka mengisyaratkan untuk

mesti diimbangi dengan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dan layak
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disebut sebagai bagian dari delegasi wewenang dan kebebasan
masyarakat.?> Lebih jauhnya Buya Hamka menjelaskan sebagaimana
berikut.

b. Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 11-18
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“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari
golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi
kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat
balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil
bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.
Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohon itu orang-orang mukminin dan
mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak)
berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata”. Mengapa mereka (yang
menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah
karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah
orang-orang yang dusta. Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada
kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena

pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. (Ingatlah) di waktu kamu menerima

3Berkaitan dengan kriteria para pemegang amanat dari masyarakat (pemimpin dan dewan perwakilan
rakyat) dalam salah satu buku karya Buya Hamka yang berjudul lembaga budi di bagian ke IV “Budi Orang yang
Memegang Pemerintahan” Buya Hamka menyalin surat politik yang ditulis oleh Taher bin Husein (wali negeri
Riggah Mesir masa kekhalifahan Al-Makmun) kepada anaknya Abdullah, yang berisikan sikap, perbuatan yang
harus melekat dari seorang pemimpin memiliki 29 butir syarat-syarat pemimpin diantaranya: 1. Pemimpin harus
bertakwa kepada Allah SWT, 2. Pemimpin harus berbuat ihsan, 3. Pemimpin harus menjaga hak milik,
kepentingan, kehormatan, ketentraman rakyat dan menyenangkannya, 4. Pemimpin harus berhati-hati dalam
bertindak, 5. Pemimpin harus mengutamakan shalat, 6. Seorang pemegang kekuasaan harus mengerjakan setiap
pekerjaan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, 7. Pemimpin harus berbuat baik dan menolong yang lemah,
8. Pemimpin hendaklah berbaik sangka kepada Allah SWT dan tidak menuduh seseorang yang engkau serahi
amanat sebelum diselidiki dan bertabayyun, 9. Pemimipin jangan menjadikan setan musuh Tuhan sebagai teman,
10. Seorang pemimpin hendaknya menjalankan pemerintahan sesuai syariat agama yang lurus...dst. Lihat,
(HAMKA & Penerbit, 2016, hal. 57-74)
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berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa
yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang
ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak
berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: ”Sekali-kali tidaklah pantas bagi
kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta
yang besar”. Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang
seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman. dan Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana.”

Penafsiran Buya Hamka:

“Bagi kita di zaman moden hal ini pun menjadi perbandingan pula. Kita
menegakkan demokrasi, kebebasan menyatakan perasaan dan fikiran.
Tetapi demokrasi yang menjamin keselamatan dunia adalah demokrasi
yang timbul dari budi luhur Hasad, dengki, benci dan dendam yang ada
dalam batin yang kotor, bisa juga memakai alasan "demokrasi" untuk
melepaskan hawanafsu bencinya menyinggung kehormatan seseorang.
Maka penguasa pun berhak membungkem demokrasi yang diartikan
dengan salah itu” (Hamka, 1982, jil. 7, hal. 4906).

Dari keterangan Buya Hamka tersebut semakin jelaslah bahwa
pemimpin atau penguasa yang meskipun salah satu landasan demokrasi
adalah kebebasan tetapi kebebasan itu sendiri haruslah didudukkan
kembali maksud dan tujuannya, sehingga bagi Buya Hamka, demokrasi di
satu sisi sama halnya dengan syura tetapi disisi lain tidak sama dengan
syura dikarenakan demokrasi bisa saja menjadi dalih untuk melegalkan
kemungkaran. Oleh sebab itu, Buya Hamka mengutuk praktik demokrasi
yang terjadi dimasanya dengan dalih kebebasan dan keadilan, hal ini
menurut penulis ada kaitan erat dengan asas demokrasi yang dijalankan
oleh Soekarno yang menyebabkan Buya Hamka dipenjara, tanpa
mempertimbangkan apa dan mengapa ia ditahan. Buya Hamka sekali lagi
meluapkan gejolak emosinya melalui tafsir Al-Azhar sebagai berikut:

“Adakan jadi! Orang dirampas kemerdekaannya, dimasukkan ke dalam
penjara karena kurban pertentangan politik, dia dianggap anti pemerintah
yang berkuasa. Hukuman tidak akan ditentukan entah berapa, pengadilan
tidak akan dibuka, hakim tidak akan bersidang mempertimbangkan
perkaranya...” (Hamka, 1982, jil. 8, hal. 5892).

Mengacu kepada variabel demokrasi religius, jelaslah bahwa kebebasan
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yang difahami oleh Buya Hamka adalah kebebasan berfikir, berbuat,
berekspresi dan menyatakan perasaan. Menurut Buya Hamka, bangsa yang
berlandaskan pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa” (yaitu berdasarkan
sila yang pertama) mengakui implementasi kebebasan atau kemerdekaan
selagi masih tetap berpegang pada tiga pokok kemerdekaan, maka
kebebasan dan kemerdekaan itu akan tetap dijamin atau diakui yaitu

(Hamka, 1952, hal. 26-27):

a. Merdeka iradah (kemauan): selama masih menyuruh, mengajak,
menjalankan dan menciptakan yang ma’ruf yaitu kebaikan dan diterima
baik oleh masyarakat inilah yang disebut dengan al-amru bil ma’ruf.

b. Merdeka fikiran atau bebas menyatakan fikiran yaitu melarang,
menahan, memprotes, mengoposisi yang munkar artinya yang tidak
dapat diterima oleh masyarakat itulah yang dinamakan an-nahy anil
munkar. Tidak peduli darimana datangnya sebab kebenaran diatas segala
orang, sebagai semboyan “keadilan diatas dari kekuatan, kebenaran
diatas kedudukan’.

c. Kemerdekaan jiwa yaitu bebas dari ketakutan. Itulah kepercayaan
kepada Tuhan yang Maha Esa saja, dan berjuang untuk Tuhan sehingga
jiwa menjadi kuat menentang pancaroba dan kesulitan. Sehingga
mencintai sesama manusia karena kehendak Tuhan, mencapai keadilan
sosial adalah kehendak Tuhan. mencintai keadilan sosial adalah karena
kehendak Tuhan dan kedaulatan rakyat adalah karena amanat Tuhan

dan karena memikul tanggung jawab sebagai khalifah Tuhan.

Buya Hamka menjelaskan bahwa demokrasi yang dibangun diatas
dunia ini berdasarkan dengki dan hasad, dengan memobilisasi norma dan
nilai-nilai kemasyarakatan, etika dan sosial dapat juga menggunakan dalih
kebebasan yang dinaungi dengan merek yang dinamai “demokrasi”. Maka
demokrasi yang salah satunya berasaskan hurriyah harus diimbangi dengan
prinsip-prinsip amar ma’ruf nahi munkar sehingga dua sisi kebebasan,
pertama kebebasan individu, yaitu setiap orang memiliki hak untuk
mengutarakan fikiran dan perasaanya, kedua kebebasan kolektif
berdasarkan konsensus dan musyawarah dari perwakilan rakyat yang
telah diakui kapasitas dan kapabilitasnya tidak keluar dari norma
kemanusiaan dan nilai spiritual. Sehingga dapat menjadi kesimpulan
bahwa khalifah memiliki kebebasan dalam artian mencegah dari yang

mungkar dan tetap berupaya menjalankan yang ma'ruf.



Beranjak pada sisi teori konstruksi sosial, dapatlah untuk ditelaah makna
dan pengetahuan tentang identitas “khalifah” yang difahami oleh Buya
Hamka telah mengalami pengembangan dari ranah singular ke partikular
dengan mempertimbangkan tiga skema teori konstruksi sosial yaitu:
eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Dharma, 2018, hal. 5-6) sebagai
berikut:

(1) Eksternalisasi: Proses eksternalisasi Buya Hamka atas pemaknaan
khalifah tentunya dapat dilihat dari keterpengaruhannya dengan sosio-
kultural sebagai bentuk resistensinya dan kritiknya terkait ideologi
penguasa kala itu. Hal ini mengacu pada jejak historisnya di masa Orde
lama, (Hamka, 2013, hal. 290). Pada tahun 1950 sampai tahun 1959 Buya
Hamka yang menjabat sebagai pegawai pemerintah di Kementrian
Agama terpaksa mengundurkan diri dari kepegawaian sebab dicekoki
ideologi komunis yang menunggangi PNI (Partai Nasional Indonesia)
dan bagi mereka (para pegawai) yang tidak sepaham dipaksa untuk ikut
dalam partai atau keluar dari kepegawaian (Hamka, 1982, jil. 2, hal. 1025).
Pada tahun 1955 sampai 1957 Buya Hamka terpilih sebagai anggota
Konstituante Republik Indonesia, namun tak selang beberapa lama
dibubarkan oleh Soekarno lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang
mengakhiri lembaga konstituante tersebut. Pengalaman dan pergumulan
beliau sebagai anggota Konstituante Republik Indonesia ia ceritakan
lewat tafsir Al-Azhar:

“Sebagaimana pernah terjadi di Bandung pada masa Republik
Indonesia telah memilih Anggota Badan Konstituante. Wakil-wakil
partai-partai Islam ingin agar di dalam Undang-undang Dasar
yang akan dibentuk itu dicantumkan tujuh kalimat, yaitu: "Dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya." Maka
seluruh partai yang membenci cita-cita Islam itu sokong-
menyokong, pimpin-memimpin, beri-memberi, menentang cita-
cita itu, walaupun di antara satu sama lain berbeda Ideologi dan
berbeda kepentingan. Dalam menghadapi Islam mereka bersatu.
Bersatu Katholik, Protestan, partai-partai Nasional, partai Sosialis
dan partai Komunis” (Hamka, 1982, jil. 3, hal. 1762).
Dibeberapa tempat dalam kitab tafsirnya Buya Hamka juga kerap
kali menyebut Soekarno sebagai penguasa yang zalim dan seorang tirani
(Hamka, 1982, jil. 3, hal. 2027). Oleh karena itu, pemaknaan khalifah oleh
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Buya Hamka tidak lagi difahami sebagai individu yang paripurna atau
manifestasi dari Tuhan yang dikultuskan secara mutlak. Sehingga
memungkinkan untuk mengarah kepada autokrasi sebagaimana lika-
liku pengalaman Buya Hamka, namun manusia memiliki peran untuk
menentukan nasibnya sendiri dengan memilih pemimpin dari atau
diantara mereka sebagai perwakilan yang menurut “ijttihad” mereka
mampu mengemban kepemimpinan yang ditunjuk. Maka khalifah
adalah rakyat, bermula dari jejak historis serta maklumat dari Buya
Hamka sendiri, secara teoritis ia telah mengembangkan makna
“khalifah” ke ranah sistem demokrasi yang disalah gunakan oleh
penguasa orde lama. Dengan demikian, Buya Hamka meinterpretasikan
khalifah sebagai simbol kedaulatan rakyat sebagaimana dikenal saat ini

yaitu sistem pemungutan suara rakyat.

(2) Objektivasi: momentum Buya Hamka dengan penguasa dalam konteks

era beliau adalah Soekarno selaku presiden kala itu juga menjadi alasan
signifikansi Buya Hamka memaknai khalifah atau pemimpin secara
demokrasi yang sehat dan kepemimpinan yang adil, hal ini peneliti
temukan di beberapa tempat dalam tafsir Buya Hamka ia sering
mengkritik kekuasaan Soekarno yang menurut Buya Hamka sudah tidak
sejalan dengan tujuan demokrasi dan cita-cita Indonesia yang
berdasarkan pancasila, diantaranya sebagaimana ia tuturkan:
“Pada masa itu selalulah disorak-sorakkan bahwa Negara
berdasarkan Pancasila, dan Pancasila itu tidak boleh diutik utik.
Untuk membela Pancasila, mereka injak-injaklah si Pancasila itu.
Untuk menjunjung tinggi Pancasila, si Pancasila dikuburkan.
Untuk membela Dasar Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, orang
beragama mesti bekerjasama dengan Komunis. Untuk
menegakkan perikemanusiaan orang-orang yang dibenci
ditangkapi dan dibenamkan ke dalam penjara, sedang anak-
isterinya yang tinggal dibiarkan melarat, dan kalau ada orang lain
yang mencoba hendak menolong anak isteri orang itu, yang
menolong itu dituduh Kontra Revolusi. Keadilan Sosiol dasar
negara yang kelima ditegakkan dengan sungguh-sungguh, yaitu
dibagi-bagilah dengan adil merata kemiskinan dan kemelaratan,
ketakutan dan kecemasan di kalangan rakyat banyak; sedang
bapak-bapak saking kasihannya terhadap rakyat "tak usah"



mengambil bagian sedikit juapun dari kemiskinan dan

kemelaratan itu. Pada waktu itulah Sukarno sebagai Kepala Negara

selalu menganjurkan supaya rakyat makan batu. Sedang
kemewahan dan kekayaan, tidak usah dibagi-bagi, biarlah beliau

dengan kaki-tangannya saja” (Hamka, 1982, jil. 1, hal. 52).

Emosi Buya Hamka yang meluap-luap tampak jelas dalam aliran
narasinya pada bagian “hikmat ilahi” dalam tafsir Al-Azhar,
mengidentifikasikan interaksi individu Buya Hamka dengan dunia
intersubjektif yaitu realitas sosial-politik yang dihadapinya, sehingga
pemaknaan dan pengetahuan Buya Hamka memunculkan objektivasi
melalui media karya tafsirnya sendiri sebagai upaya reinterpretasi dan
kritik terhadap realitas sosio-politik yang dilazimkan oleh rezim
Soekarno sebagai bentuk perlawanan Buya Hamka.* tentunya narasi
dengan konotasi yang sedemikian rupa banyak penulis temui sebagai
penekanan bahwa Buya Hamka mengalami fase objektivasi yang pada
poin-poin selanjutnya akan penulis paparkan kedepannya.

(3) Internalisasi: ketika tafsir Al-Azhar ditulis Buya Hamka selaku author
mendekam dibalik penjara, kemarahan dan kekalutan tentunya ikut
mengalir dalam setiap goresan penanya ketika kitab tafsir Al-Azhar
ditulis, keseharian Buya Hamka dipenjara yang dihabiskannya untuk
menyusun kitab tafsir serta sebagian pengaruh dari pemikiran Sayyid
Qutub, Jamaluddin Al-Afghani dan Rasyid Ridha yang notabenenya
bercorak harakah memberikan pengaruh yang mendalam bagi Buya
Hamka. Artinya, terjadi interaksi makna yang termanifestasikan dari
proses-proses subjektif orang lain baik itu lewat media bacaan,
pengalaman maupun tekanan-tekanan yang Buya Hamka terima secara
bertubi-tubi dari lawan politiknya Soekarno.> Sehingga dari relaitas yang
dihadapinya menjadi makna subjektif bagi Buya Hamka. Maka sikap

oposisilah yang membentuk pemahaman Buya Hamka yang berlatar

4 Seperti Buya Hamka menyebutkan dalam penafsirannya pada surah Saba’ ayat ke-39. “kalau dia duduk
berkuasa, memegang pemerintahan, permintaannya hanya dipuji-puji saja. Tidak boleh dikritik, tidak boleh
ditunjukkan mana yang salah. Kalau dikatakan kesalahannya, orang dituduhnya anti pemerintah”. Lihat., (Hamka,
1982, jil. 8, ha;. 5896)

SHal ini nampak dari beberapa kali Buya Hamka menyebut nama Soekarno dalam kitab tafsirnya, dalam
penelusuran penulis, Buya Hamka menyebut nama Soekarno sebanyak 10 kali, 9 diantaranya berkonotasikan
kritik yang dapat dijumpai ketika Buya Hamka menafsirkan surah Al-Bagarah ayat 114, Ali-Imran ayat 160, 187,
An-Nisa’ ayat 52-53 dan Al-An’am ayat 45. Lihat, (Hamka, 1982, jil. 2, hal. 974, 1025, jil. 3, hal. 2009, 2027)
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belakang sebagai seorang ulama dengan lawannya Soekarno selaku

seorang nasionalis-komunis.

Berdasarkan analisis penulis melalui dua teori demokrasi religius dan
konstruksi sosial, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa demokrasi
religius terkait term khalifah menurut Buya Hamka sebagai berikut 1.
Khalifah adalah rakyat sedangkan pemimpin dipilih oleh masyarakat. 2.
Khalifah atau pemimpin (mereka yang dipilih oleh masyarakat) adalah
mereka yang berilmu dan berkharisma namun tetap menjunjung nilai
keadilan, kebebasan dan toleransi. 3. Khalifah atau pemimpin adalah mereka
yang tetap berpegang pada nilai-nilai transedental agama dan sebagai

bentuk pengamalan pancasila yang pertama.

4. CONCLUSION
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Berdasarkan hasil dari uraian yang penulis paparkan mengenai identitas
khalifah dalam framing demokrasi religius dalam tafsir Al-Azhar karya Buya
Hamka maka sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Khalifah menurut Buya Hamka bukanlah individu yang dikultuskan atau
manifestasi dari Tuhan. Manusia tegas Buya Hamka, memiliki peran
untuk menentukan nasibnya sendiri dengan memilih pemimpin dari atau
diantara mereka sebagai perwakilan yang menurut “ijtthad” mereka
mampu mengemban kepemimpinan yang ditunjuk maka khalifah adalah
rakyat.

2. Adapun landasan pemerintahan seorang khalifah ialah tetap berpegang
teguh dengan nilai-nilai fundamental dari Al-Qur’an dan Sunnah.

3. Hurriyah (kebebasan/kemerdekaan): diakui apabila kebebasan dan
kemerdekaan yang dimaksud memenuhi tiga pokok yaitu 1. Merdeka
iradah (kemauan): selama masih menyuruh, mengajak, menjalankan dan
menciptakan yang ma’ruf itulah yang disebut dengan al-amru bil ma’ruf. 2.
Merdeka fikiran atau bebas menyatakan fikiran yaitu melarang, menahan,
memprotes, mengoposisi yang munkar artinya yang tidak dapat diterima
oleh masyarakat itulah yang dinamakan an-nahy anil munkar. 3.
Kemerdekaan jiwa yaitu bebas dari ketakutan. Itulah kepercayaan kepada
Tuhan yang Maha Esa saja, dan berjuang untuk Tuhan sehingga jiwa

menjadi kuat menentang pancaroba dan kesulitan.



Maka jelaslah bahwa refleksi dari ciri-ciri yang mendasar sebagai kriteria
khalifah yang sesuai dengan nilai-nilai Qur’ani telah dibawa pada bingkai
demokrasi oleh Buya Hamka sebagai bentuk ideologi yang bersebrangan dengan
pemerintahan orde lama, dimana menurut Buya Hamka telah banyak melanggar

nilai-nilai pancasila dan mengkultuskan pemerintah
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